
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan yang bersifat
mendesak dan demi kelancaran pelayanan dasar pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi
Kalimantan Timur perlu dilaksanakan pergeseran
anggaran Tahun Anggaran 2023,

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/0877/0528-
I1/BPKAD tentang Pergeseran Anggaran Nomor 2023,

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Udnang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757),

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6781),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran
Neegara Republik Indonesia Nomor 6322):

8.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174):

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6283
Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37),
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2022 Nomor 18),

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 44)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 14 tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penajabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023 Nomor 14),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 14),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & huruf a semula sebesar
Rp7.414.552.277.521 bertambah sebesar
Rp76.168.506.508 sehingga menjadi
Rp7.490.720.784.029, yang terdiri atas:

belanja pegawai,
belanja barang dan jasa,
belanja bunga,
belanja subsidi,
belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial.M

P
Pp

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a semula sebesar Rp2.796.363.758.450
berkurang sebesar Rp12.120.000 sehingga menjadi
Rp2.796.351.638.450.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf bb semula sebesar
Rp4.207.685.257.571 bertambah sebesar
Rp76.180.626.508 sehingga menjadi
Rp4.283.865.884.079.

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c sebesar Rp0 tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d sebesar Rp0 tidak mengalami
perubahan.
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Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sebesar Rp395.879.061.500 tidak
mengalami perubahan.
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f sebesar Rp14.624.200.000 tidak
mengalami perubahan.

(6)

(7)

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(4)

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasaa 6 huruf b semula sebesar
Rp4.097.300.945.741 bertambah sebesar
Rp92.709.723.492 sehingga menjadi
Rp4.190.010.669.233, yang terdiri atas:

Belanja modal tanah,
. Belanja modal peralatan dan mesin,
Belanja modal bangunan dan gedung,
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
Belanja modal aset tetap lainnya, dan
Belanja modal aset lainnya.

(1

a.
b.

d.
e.
f
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a semula sebesar Rp194.076.151.439
bertambah sebesar Rp99.723.750.000sehingga
menjadi Rp293.799.901.439.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar
Rp1.119.288.974.900 bertambah sebesar
Rp2.820.650.200 sehingga menjadi
Rp1.122.109.625.100.
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar
Rp1.346.857.444.001 berkurang sebesar
Rp6.258.781.428 sehingga menjadi
Rp1.340.598.662.573.
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
semula sebesar Rp1.397.501.331.402 berkurang
sebesar Rp3.715.395.280 sehingga menjadi
Rp1.393.785.936.122.

(2)

(3)

(S)
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf e semula sebesar
Rp25.499.716.341 bertambah sebesar
Rp139.500.000 sehingga menjadi
Rp25.639.216.341.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f sebesar Rp14.077.327.658
tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp129.340.999.818
berkurang sebesar Rp99.723.750.000 sehingga menjadi
Rp29.617.249.818.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai dengan aslinyaPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALABIRO HUKUM

ttd

SRI WAHYUNI SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR


